KEPUTUSAN BUPATI PATI
NOMOR : 11 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAITI KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAITUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

~S BUPATIPATI

bahiwa dengan ditetapkannya Peraturan Dasrah Kabupaien Pati

PO

Menimbangs
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk pelaksanaannya
agar dapat berhasii dan berdava guna periu ditetapkan
petunjuk pelaksaannya ;

bahwa untuk maksud terscbut perin ditétapkan dengan

=

Keputusan Bupati.

Mengingai : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ienlang Pembeniukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ;

[~

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ientang Hukum Acara
Pidana ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan ;

L

208

Undang-imdang Nomor 18 Tahun 1997 ientang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah ; :

:Fn.

_Lh

jndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah ;
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12.

13.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 'T'ahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Peraturan Pmerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propins sebagai
Daerah Otonom ;

Pcraturan Pemcrintah Republik Indoncsia Nomor 66 Tahun
2001 teniang Retribusi Dacrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang DPembinaan DPenvidik Pegawai Negeri Sipil di
Tingkungan Pemenintah Dacrah ‘
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3
Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawal Neger Sipil &
Tingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkai IT Pati ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor ¢ Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisast Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Pati ; !
Peraturan Dacrah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peratwran Daerah Kabupaten Pati
Nomor & Tahun 2000 icntang Pcmbonitukan Organisasi
Dinas-dinas Daerah Kabupaien Paii ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan

Masyarakat.

MEMUTUSKAN ............



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI PATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PLERATURAN DAERAII KABUPATEN
PATI NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KISEIIATAN DI PUSAT KESEIIATAN

MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasgal 1

Dalam Keputusan ind vang dimaksud dengan .

1. TDaerah adalah Daerah Kabupaten Pati ;

2. Pemernintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaien Paii

3. Bupati adalah Bupati Pat1 ;

4, Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang retribusi
Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan vang berlaku |

5. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan
tcrbatas, porscroan kKomandifcr, porscroan lainnva, DBadan
Usaha Mibk Negara aiau Dacrah dengan nama dan beniuk
apapun, firma, kongsi, koperasi. Dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yavasan, organisasi masa, organisasi sosial
politk atan organisasi sejemis, lembaga beniuk usaha (etap
dan bontuk badan lainnva |

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keschalan Kabupaien

Pati ;

7. Pelavanan...................
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Pelavanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk
preventip, kuratip dan rehabihitatip di pusat Kesehatan
Magyarakat dan jaringannya ;

Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada seseorang
untuk mendapatkan pelavanan Kesehatan tanpa tinggal
dirawal inap |

Pelayvanan Rawat Inap adalah Pelavanan Keschaian kepada
seseorang dengan tinggal di Puskesmas Rawat Inap ;
Pclavanan gawat darurat adalah Pclavanan Keschatan vang
dibenkan kepada sescorang yang bhersifat gawat dan atae
darurat ;

. Pelayanan Rawat schaii adalah Pelavanan Kesehatan kepada
seseorang kepada Rawat Tnap kurang dari sehari ;

. Pelayanan Medik adalah Pelayanan Keschatan kepada
seseorang vang dilakukan oleh Dokter ;

. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan Pembedahan yang
menggunakan pembiusan atan fanpa pembiusan |

lindakan Non Medik Operatif adalah ‘lindakan tanpa
pembcdahan ;

. Pelayanan Penunjang Medik adalah Kegalan penunjang
untuk penegakan diagnose ;

. Pelavanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah
Pelavanan Keschalan dalam bentuk rehabiliiasi medik dan

montal |
? -

. Pelayanan Medik Gigg dan  Mulut  adalah  Pelayanan

Kesehatan Gigi dan Mulut ;

18. Pelayanan.....................
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. Pelayanan Mediko Legal adalah Pelayanan Kesehatan vang
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Pelayanan Penunjangan Medik adalah Pelayanan Keschatan
yang diberikan pada sescorang tidak secara langsung
berkaitan dengan pelayanan medik ;

Pelavanan Konsultasi khusus adalah Pelayanan Kesehatan
vang diberikan dalam bentuk konsuliasi dibidang Kesehatan ;

<

&

berkaitan dengan kepentingan hukum :

. Tarip adalah schagian atau schuuhnya biaya penyclenggaraan

kegiatan pelayanan kegiatan yang dibebankan kepada

seseorang sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima ;

.Jasa pclayanan adalah imbalan vang difcrima pclaksana

pelayanan keschatan aias pelayanan yang diberikan kepada

sepeorang |

i Jasa sarang adalah imbalan vang diterima ates pemakaian

sarana di Puskesmas Rawat Tnap;

. Visite adalah kunjungan pelayanan dokier kepada pasien di

Puskesmas rawat map;

. Tempat tidur adalah tempat tidur yang {ercatat dan fersedia

fruang rawat inap;

7. Pusat Keschatan Masvarakat vang selanjutnya disingka

Puskesmas adalah unit polaksana icknis Dinas koschatan

Kabupaien Pai |

. Puskesmas  keliling adalah pelayanan kesehatan oleh

Puskesmas  diluar  gedung  dengan  tujuan  memperiuas

Jangkauan |

. Puskcsmas pombantu adalah unit polayanan keschatan yang

soderhana  yang  berfungsi menunjang dan  membaniu
melaksanakan kepiatan-kepiatan vang dilakukan

Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yvang lebih kecil;

30, Retpibusi ...............



30. Retribusi jasa wnum adalah retiibusi atas jasa vang
disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah unfuk fujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dimkmati
oleh orang pribadi dan atau Dadan;

31. Rewribusi  pelayanan  kesehatan vang selanjuinya disebut
retribusi adalah pembavaran atas pelayanan kesehatan di
TPuskcsmas /dan  jaringannya Llidak icrmasuk pclayanan
pendatiaran;

32. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, puskesmas
Pembantu dan Puskesmas keliling scrta Bidan Dosa;

33 Kader Keschatan adalah  sescorang  yang  mempunya
kemauan dan kemampuan bekerja sscara sukarela untuk
kepeniingan pembangunan Keschatan di Desa /EKelurahannya
Asing-masing,

34. Kader Keschaian terdii dari dukun bay: terlaiih kader
Posvanau dan muira kader;

35, Akomodasi pasien padaPuskesmas rawat inap dan unit gawat
darurat adalab kegiatan yang digunakan untuk menunjang

pelayanan kesehatan berupa makan / minum, cuci pakaiar

e
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. Pcngobaian grafis upaya pciayanan keschatan yang dilakukan
paida sescorang ianpa dipungui biaya dan aiau dibayar oleh

pihak fain;

w
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. Peitolongan  pertama pada kecelakaan (PPPK) adalah
perinlongan yang periama kah dibenkan pada sescorang yang
mengalami kKecclakaan scbelum  mondapatkan  portolongan

lebih lanjul;
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Waijib retribusi adalah orang badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

peinibayaran reiribusi;

. Surat pendafiaran obyek reiribusi daerah vang selanjuinya

dapat dismgkat SPAORD adalah surat vang digunakan oleh
wajib vetribusi untuk melakukan data obyek retribusi dan
wajib retribusi sebagian dasar penghitungan dan pembayaran
retibusi  vang ferutang menwutl  peératuran  perundang-
unciangaﬁ peraturan dacraly;

fat keictapan retribusi dacrah vang selanjutnya dapat
msmgmt SKRD adalsh Keputusan yang meneniukan
besarnya jumlah retribust yang tomifang;
Surai keietapan reinbusi dacrah kurang bayar (ambahan yang
selanjutnyas  dapat disingkat SKRDKBT adalah  Surat

kepulusan vang menentukan tambahan atas juinlah retiibusi

Surat keietapan retibusi daerah lebih bavar yang selanjuinya
dapat dismgkat SKRDLB ,adalah surat keputusan vang

menentukan jumiah kelebihan pembavaran refribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar dan pada retnibusi yang

berutang atau tidak scharusnya terutang,

Surat tagihan sciribusi dacrah yang sclanjuinya dapai
disingkai STRB  adalah surai uniuk melakukan  tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda ;

Surai  kepuiusan  keberatan  adalah  sural kepulusan  aias
keberatan  torhadap  SKRID  atau dokumen lain vang
dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang digjukan oleh

wajib retiibusi;

45. Pemertksaan............
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45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
menguwmpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
jainnya dalam pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribust
daerah:

46. Penyidikan tindak pidana dibidang refribusi daerah adalah
serangkaian tindakan vang dilakukan oleh penyidik pegawai
nogen sipdl vang sclanjuinya dapat discbut penyidik, untuk
mencan serta mengumpulkan buki vang dengan buki it
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang

toriadi serta menemukan fersangkanya.

BARII
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan vang mehputi

pelavanan kesehatan di Puskesmag dan jaringannva,

8]

{2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringanny:

B

schagaimana forscbut pada ayat (1) Tasal ini dilakukan pada
jam kena kecvali Puskesmas rawal map dan umi pelayanan

gawat darurat di Puskesmas.
(3) Polayanan  keschalan di Puskesmas rawal mnap dan unit

pelavanan gawat darurat di Puskesmas scperti pada ayat (2)

Pasal ini dilakukan sclama 24 (duas puluh empat ) jam .
{ }J

(4)y Iidak ...................



0.
(4) 'lidak termasuk obyek retribusi adalah :
Pelayanan pendafiaran;

b. Pelayanan keschatan vang disclenggarakan Pemerintah
Kabupaten Pati dan Pithak swasta tidak termasuk Struktur
Retribusi Pelayanan di Puskesmas sesuai Peraturan

*aerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 fenfang

Retribusi Pelayanan Keschatan & Pusat Keschatan

Masyarakati ;

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud avat (4) huruf b
Pasal ini berupa pengobatan gratis, pelavanan pertolongan
perlama pada kecelakaan { PPPK ), yang pelaksanaannya

ﬂ iatur q‘s 1 .‘;paf n-n

Pasal 3

{1) Subyek pelayanan adalah orang pnbadi atau badan vang
mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan

jaringannya.

badan usaba vang mendapaikan pelayanan kesehaian vang
disclenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan pihak

swasta.

BAR II
PELAYANAN KESEHATAN PIHAK SWASTA
YANG BEKERJASAMA DENGAN PUSKESMAS
Pasal 4



-10-

{1) Dagi pihak swasta vang akan menyelenggarakan pelayanan
keschatan yang bekerja sama dengan Puskesmas harus
mendapat persetujuan dani Kepala Dinas.

(2) Bagi pihak swasta vang akan menyelenggarakan pelayanan
keschatan yang menggunakan sarana dan prasarana sendin
pclaksanaannya wajib mondapatkan porsctujuan  Bupati

setelah mendapat pertimbangan daii Kepala Dinas.

(3) Pengaturan Prinsip dan Penctapan strukfur dan besarnya tanip
khusus uniuk pithak swasia schagmmana dimaksud aval (2)

ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB TV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 5

(1} Struktur dan besamnya tarip retribusi pelayanan  keschatan di
pusat keschatan masyarakat sehagaimana diatur dalam BAB

IV Pasal 8 Peraturan Dacrah Kabupatcn nomor 7 tahun 2003.
(2) Retribusi yang wajib disetor ke kas daerah adalah retribusi

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

avai, (1) ,(2) dan (3) Kepuiusan m.

3y Kuiieria ......ooovvnnnn
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(3) Kriteria jenis keschatan berupa pertolongan pertama pada
kecclakaan (minor surgary ) dan pelayanan ambulan
sebagaimana dimaksud Pasal 8 avat (2) angka 2 dan 13
Peraturan Daerah Kabupaien Patt Nomor 7 Tahun 2003

ditetapkan oleh Kepala Dinas .

DAB YV
RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN , AMBULANCE
RUANGAN DAN OBAT - OBATAN
Pasal 6

(1) Tidak diwajtbkan membayar reirbusi rawal jalan  uniuk

pelayanan pemeriksaan keschatan,pengujian kwalitas air dan

"C..

clavanan ambulan scbagaimana diatur dalam Pasal 8 ayval
{2y angka 9 .11 dan 13 FPeramran Daerah Kabupaten Pati

Nomor 7 Tahun 2003..

{2} Tarip pelavanan ambulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

{2} angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun

Ps mle  $msecma smoms Imnra Alemgne o Aol m s e o L B P ey
2003 tidak termasuk biaya akomodasi petugas dan bahan
Tanls
oanar
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{4) Stuktur dan besamnya tarip retribusi rawat inap sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayai (2) angka 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 7 Tahun Z0U3 hanya digunakan uniuk

biaya ruangan dan obat-obatan vang disediakan Pemenntah

Cabupaten Pati.

{5) Biava penggantian obat-cbatan diluar vang disediakan
Pemcerintah Kabupaicn Pali scbagaimana dimaksud ayvai (4)

Pasal i dibebankan kepada pasien .

BAB VI
PENGURANGAN | KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 7

3

(1) Kriteria kader keschaian Iesiari vang mendapatkan
pembenan pengurangan atau kernganan retrnibusi sebesar
50 % dan waijib retribusi lainnya sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 gyat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 7 ‘'l'ahun 2003 adalah sescorang yang telah
mengabdikan diri scbagai kador keschatan di Dcesanya/
Kelurahan masing-masing selama 3 (iiga) Tahun beriurui-

turut tanpa terputus.

(2) Kader keschalan schagaimana dimaksud dalam ayat (2)
~ k4 4

Pazal ini ditctapkan ofch Kepala Puskesmas sctompat atas
usulan dari Kepala Desa / Keluwraban dan  wajib

22

diperbahaiui sciiap tahuimya.

(3) Pengurangan ..........
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(3) Pengurangan dan keringanan kepada kader keschaian
Lestari sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini hanya
berlaku di Puskesmas setempat dan berlaku untuk kader

yang bersangkutan tidak dengan keluarganya.

BAB VI
SISTEM DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Tl O
Pasal 8
(1) Bagi masyarakat vang mondapatkan pelayanan keschatan
wapih membayar reirtbusi  schagaimana  dialur  dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003

dan dibavar tunai.

{2) Pembayaran menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

{3) Apabila pomchon tdak atau kurang membayar sesua

provenps | o B e o i~ A} 7d 3 i mie mea mEbmme VLS
wakiu Ketetapan dalam SKRD, SKRD jabatan atau SKRD
“ B e $raz:  Amiviecmes  oi ren lioaeialrne  swmals
tambahan afau dokumcn lain yang disamakan maka

dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga 2 % (dua

persen } setiap bulan dan dan jumlah retribusi terutang,

Pasal ®

Hasil penerimaan alas relribusi pelayanan keschalan ini harus

disetorkan ke Kas Daerah secara biuto maksimal 1 x 24 jam.

BAB VHL.............
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BAD VIO
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal v

(1) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ( PBKP )
/Petugas Pemungut pada Puskesmas memungut retribusi
izin pclayanan kcschaian scsuai keicniuan yang beriaku
dan menyetorkan hasiinyva secara bruio ke Kas Dacrah
melaiui Bendahara Khusus Penerima ( BKP ) Kanior

Pendapatan Dacrah dongan Surat Sctoran { SS ).

(2) PBKP  Puskesmas  diwajibkan membuat laporan
penerimaan setoran setiap bulan sekali pada awal bulan
berikutnya selambatnya tanggal 5 kepada Bupati dengan
tembusan Kepaia Dinas dan Kepala Kanitor Pendapaian
Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Tasal i0

(1) Pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan
di Puskesimas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaien  sesum dengan  fugas  dan  [ungsinya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang borlaku,

(Z) Pengawasai ........coevvnennn.
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{2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan i

dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Pati sesuai

dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepuiusan ini mulai borlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang

mengetahuinya  memerintahkan

pengundangan  Koputusan DBupati  DPati ini dongan

penempatannya dalam Tembaran Dacrah Kabupaien Pati.

Drundangkan di Pati

=~

SEKRETARISDATRAIT KARUPATEN P

SLAMET PRAWIRO

ILEMBARAN DAKRAH KABUPATEN PA'lT
TAHUN 200% NOMOR 2 SERI C

ATI

itctapkan di Pati

Y

pada tanggal © Mei 2004

BUPATI PATI
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